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xABSTRAK
Nama : Ika Irmayanti
NIM : 10200113172
Judul Skripsi : Sistem Pendistribusian Beras Miskin Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Miskin Desa
Tinggimae Kecematan Barombong Kabupaten Gowa)
Pokok permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem
pendistribusian beras miskin dalam perspektif Ekonomi Islam (studi kasus di Desa
Tinggimae Kecematan Barombong Kabupaten Gowa). Pokok masalah tersebut
diuraikan ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1.
Bagaimana praktek distribusi beras miskin di Desa Tinggimae Kecematan
Barombong Kabupaten Gowa?, 2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap
sistem pendistribusian beras miskin di Desa Tinggimae Kecematan Barombong
Kabupaten Gowa?
Jenis Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif karena penulis
mengumpulkan fakta yang ada sesuai hasil penelitian di lapangan, mengenai
pendistribusian beras miskin dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Tinggimae
Kecematan Barombong Kabupaten Gowa. Dan Menggunakan pendekatan studi
kasus (case study), merupakan suatu penelitian kualitatif yang berusaha
menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan
pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Dan
didalamnya menggunakan metode penelitian lapangan (data primer) dan riset
kepustakaan (data sekunder). Data primer yaitu data yang diambil dari sumber
pertama yang ada dilapangan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi
langsung di Desa Tinggimae tentang pendistribusian raskin, sedangkan data
sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang
ada kaitannya dengan judul yang diangkat penulis.
Adapun hasil penelitian ini yaitu : 1. Praktek distribusi beras miskin di
Desa Tinggimae Kecematan Barombong Kabupaten Gowa tidak memenuhi
indikator keberhasilan pendistribusian raskin yaitu tidak tepat sasaran, tidak tepat
waktu, dan tidak tepat harga. Berarti pendistribusian raskin di Desa Tinggimae
belum maksimal/berhasil. 2. Tinjauan Ekonomi Islam dalam sistem
pendistribusian raskin di Desa Tinggimae Kecematan Barombong Kabupaten
Gowa, tidak sesuai dengan konsep distribusi dalam Ekonomi Islam karena
terdapat ketidakadilan dan pemerataan dalam pendistribusian raskin kepada
masyarakat kurang mampu (miskin) di Desa Tinggimae.
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Persoalan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan
masalah serius yang meyangkut dimensi kemanusiaan. Lebih dari itu, kemiskinan
telah menjadi gejala universal. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak
bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan
menjadi kenyataan yang hidup ditengah masyarakat. Dengan kata lain,
“kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam
hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan solusi-ekonomi semakin
mencuat kepermukaan.”1
Program Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program
Raskin) adalah program nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal,
untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang
berpendapatan rendah. Secara horizontal semua kementrian/lembaga (K/L) yang
terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan
pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu,
peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas program
raskin.
Program ini dimulai pada waktu terjadi krisis pangan pada tahun 1998.
Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengambil kebijakan untuk
memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus
1Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam (Jakarta: Erlangga,
2009), h. 205.
2(OPK). Pada tahun 2001 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan
menerapkan sistem targeting, yaitu membatasi sasaran hanya membantu
kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak itu program menjadi
populer dengan sebutan program raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat
miskin. Pada tahun 2008 program ini berubah menjadi program subsidi beras bagi
masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian rumah tangga sasaran
program ini tidak hanya rumah tangga miskin, tetapi meliputi rumah tangga rentan
atau hampir miskin.2
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Intruksi Presiden nomor 3 tahun
2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan. Bahwa raskin
merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang di
luncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan.
Konteks pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, konsep kebijakan
pembangunan telah dirumuskan dan dilaksanakan ke instrument program dan
proyek. Pada pengentasan kemiskinan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah
agar tingkat kemiskinan dapat menurun. Upaya tersebut dilakukan melalui
berbagai bentuk kebijakan dan produk hukum yang diturunkan dalam bentuk
program-program pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat,
bantuan sosial langsung yang berbasis keluarga dan masih banyak lagi.
Salah satu program nasional dalam program bantuan social langsung
kepada masyarakat adalah pemberian beras untuk keluarga miskin (raskin) untuk
masyarakat miskin. Kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi
kelompok masyarakat miskin ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
pangan yang menjadi hak setiap warha Negara. Raskin merupakan subsidi pangan
2Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, Kata Pengantar, h. iv.
3dalam bentuk beras yang diperntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah
sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan
memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.
Layaknya pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah pada umumnya,
penyaluran raskin pada masyarakat memiliki banyak masalah dan tantangan
dalam prosesnya. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi di
dalamnya mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai pedoman yang ada
dan terlaksana dengan tidak tepat sasaran. Masalah-masalah umum yang dihadapi
diantaranya terhambatnya penyaluran, harga yang tidak sesuai aturan, dan
berbagai persoalan lainnya.
Setiap kebijakan dan program pemerintah memiliki indicator keberhasilan
dalam pelaksanaannya. Pada program raskin, keberhasilan pelaksanaannya diukur
berdasarkan tingkat pencapaian indicator enam tepat (6T), yaitu: tepat sasaran,
tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.
Berdasarkan penelitian terdahulu, selama ini program pemerintah dalam
pembagian raskin bagi masyarakat yang kurang mampu belum banyak membawa
hasil untuk perbaikan rakyat. Masyarakat yang kurang mampu tetap saja sama
dari tahun ke tahun. Pembagian raskin menjadi program yang tidak lagi ditunggu-
tunggu oleh masyarakat. Aspek-aspek yang menjadi kendala sangat bervariatif,
tetapi dari beberapa fenomena yang diangkat dari kinerja pegawai kelurahan
kedungmundu dalam pendsitribusian raskin adalah:
- Untuk tepat sasaran belum semuanya sesuai yang diharapkan.
- Untuk tepat jumlah, tidak dapat dipenuhi, karena jumlah yang seharusnya
15 kg/kk, hanya diberikan 2,5 kg/kk. Hal tersebut akibat dari semakin
menurunnya quota pembagian beras pada setiap wilayah dari tahun ke
tahun.
- Untuk tepat harga, yang seharusnya Rp. 1600,- tidak diberlakukan harga
yang sama, tetapi dinaikkan menjadi Rp. 2000,- dengan alasan untuk
pemberian tas plastik dan ongkos angkut. Hal ini atas kesepakatan
bersama, dari pihak kelurahan dan pihak RW setempat.
4- Untuk tepat waktu, masih sering tidak tercapai. Tidak tepatnya waktu
dikarenakan sangat tergantung dari pihak Bulog yang tidak secara rutin
membagikan raskin pada masyarakat setiap bulannya.
- Untuk tepat kualitas, masih belum tercapai, karena kualitas beras yang
dibagikan masih dibawah kelayakan untuk dikonsumsi masyarakat.3
Di penelitian lain juga menyatakan, ternyata memang banyak sekali di
temukan kendala-kendala dalam sistem pendistribusian raskin di kelurahan Sorek
Satu. Kendala tersebut terjadi akibat kebijakan pemerintah yang kurang tepat,
sumber daya manusia yang menjalankan kurang berkompeten dan belum bisa
menjaga profesionalitas kerja, pengaruh lingkungan yang tidak kondusif
mengakibatkan paradigma berpikir yang sempit serta struktur organisasi yang
sangat kompleks. Hal – hal tersebut menjadikan program Raskin yang di
laksanakan di kelurahan Sorek Satu belum bisa di katakan efektif dan masih perlu
pembenahan agar program mulia dari pemerintah pusat ini tidak mubajir dan
menjadi ladang kesempatan bagi oknum-oknum yang ingin mendapatkan
keuntungan di balik implementasi program Raskin ini. Hal ini terbukti dengan
hasil penelitian yang di lakukan penulis terhadap 6 indikator dari efektifitas
program Raskin. Pendistribusian Raskin di kelurahan sorek satu tidak memiliki
ketepatan waktu karena terkendala masalah pembayaran. Sistem pembayaran
raskin yang di tetapkan oleh pihak Bulog mengharuskan pelaksana
pendistribusian raskin kecamatan dan kelurahan harus menyiapkan uang untuk di
transferkan ke rekening Bulog sebelum Raskin tersebut di distribusikan ke
kelurahan sorek satu. Sedangkan Rumah Tangga Miskin (RTM) terlambat untuk
3Nina Widowati, “Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik,” Evaluasi Kinerja Pegawai
Dalam Distribusi Beras Miskin (Raskin) Di Kecematan Tembalang Kota Semarang (Studi Kasus





5menyetorkan uang raskin tersebut. Sehingga ini menambah lamanya waktu
pendistribusian raskin.4
Adapun dari observasi peneliti di desa Tinggimae kecamatan Barombong
kabupaten Gowa, pendistribusian raskin tidak sesuai dengan Pedum Raskin,
dimana terdapat masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai Rumah Tangga
Sasaran Penerima Manfaat untuk mendapatkan raskin, berarti pendistribusian
raskin di desa Tinggimae tidak tepat sasaran, tidak semua masyarakat miskin
mendapatkan raskin.
Distribusi pendapatan merupakan bagian penting dalam membentuk
kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan distribusi pendapatan akan
berdampak pada aspek ekonomi dan sosial politik. Oleh karena itu, tema distribusi
menjadi kajian sentral dalam filosofi ekonomi islam. Secara umum asas kebijakan
ekonomi dalam Islam adalah menyangkut distribusi kekayaan. Distribusi
kekayaan harus dilihat sebagai bagian dari pilihan pribadi, bagian dari keputusan
ekonomi mikro seseorang, bukan peningkatan kekayaan sebagaimana yang
ditempuh oleh ekonomi konvensional, karena itu, persoalan distribusi adalah
“sommun bonum dari segala aktivitas ekonomi islam.”5
Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam
bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam
pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu.
Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang
dianut. Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan, tidak terlepas dari
pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut juga”model instrumen
4Almasri, “Jurnal  Distribusi Raskin,” Efektivitas Sistem Pendistribusian Raskin Beras
Bersubsidi Untuk Rumah Tangga Miskin, vol. 4 no. 1 (2013), h. 46. http://ejournal.uin-
suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/31 (1 November 2017).
5Zakif Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam, h. 43.
6yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber
maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.”6
Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam
Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan
dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk
saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara umum, Islam
mengarahkan mekanisme, muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak
ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi ketidak seimbangan distribusi
kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial.
Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengakhiri kesengsaraan dimuka
bumi ini adalah dengan menerapkan keadilan ekonomi.
Berdasarkan uraian tersebut maka dalam tulisan ini menetapkan untuk
membahas mengenai permasalahan sistem pendistribusian beras miskin dalam
tinjauan Ekonomi Islam. Oleh karena itu penulis mengangkat topik dengan judul:
“SISTEM PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN DALAM
TINJAUAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA
TINGGIMAE KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA)”
6Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2010),
h. 119.
7B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada penelitian yang terkait tentang pendistribusian
beras raskin dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus masyarakat desa
Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa).
2. Deskripsi Fokus Penelitian
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami
penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa pengertian variable
yang dianggap penting yaitu:
a. Pendistribusian
Distribusi berarti penyaluran, pembagian barang dagangan atau barang dan
jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah.7
b. Raskin
Sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah
Indonesia berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima
tertentu.8
c. Ekonomi Islam
Menurut Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam merupakan ilmu
pengetahua sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat
yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.9
7Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distirubsi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam (Jakarta:
Erlangga, 2009), h. 48.
8“Raskin”, Wikipedia the Free Encyclopedia. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Raskin (19
Oktober 2017).
9Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2010),
h. 16.
8C. Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, ada
beberapa permasalahan mendasar yang akan diteliti penyusun, yaitu:
a. Bagaimana praktek distribusi Beras Miskin di desa Tinggimae kecamatan
Barombong, kabupaten Gowa?
b. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam dalam sistem pendistribusian beras
miskin di desa Tinggimae kecamatan Barombong, kabupaten Gowa?
D. Kajian Pustaka
1. Mikael Hang Suryanto dalam bukunya Sistem Operasional Manajemen
Distribusi. Adapun isi bukunya dalam kegiatan manufaktur, distribusi
memegang peranan penting dalam menjamin produk yang dipasarkan
supaya produk tersebut tersedia secara merata di setiap wilayah. Dapat
dibayangkan apabila suatu produk yang dihasilkan tidak terdistribusi
secara merata yang akan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam
mendaptkan produk itu. Namum buku ini tidak menjelaskan
pendstribusian dalam ekonomi islam.
2. Muhammad Sharif Chaudhry dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam.
Teori distribusi kekayaan yang dibawa oleh Islam didasarkan pada filosofi
yang jelas. Untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, jujur, dan
merata, Islam menetapkan tindakan-tindakan yang positif dan prohibitif.
Tindakan positif mencakup zakat, hukum pewarisan dan kontribusi
lainnya baik yang bersifat wajib maupun sukarela (sedekah). Namun
dalam buku ini tidak membahas pendistribusian raskin.
93. Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi dalam bukunya Prinsip Dasar
Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari’ah. Distribusi pendapatan
maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal ini seiring dengan tujuan dasar Islam, yaitu ingin menyejahterakan
pemeluknya di dunia dak akhirat. Namun dalam buku ini tidak membahas
distribusi raskin perspektif ekonomi islam.
4. Heri Risal Bungkaes, J H Posumah, Burhanuddin Kiyai dalam jurnalnya
Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecematan Gemeh
Kabupaten Kepulauan Talaud. Untuk meningkatkan efektivitas
pengelolaan program Raskin, diperlukan adanya sinkronisasi dan
koordinasi antar seluruh instansi yang terkait, mulai dari ditingkat pusat
sampai ketingkat Daerah (provinsi, kabupaten dan kota), tingkat
kecamatan dan desa/kelurahan, mulai dari perencanaan sampai
implementasinya, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, maupun
pihak lain yang terkait. Namun dalam jurnal ini tidak membahas tentang
pendistribusian raskin perspektif ekonomi Islam.
5. M. Dian Septian, T. Saiful Bahri, dan T. Makmur dalam jurnalnya Analisis
Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Beras Miskin (RASKIN) di Kecamatan
Trienggadeng Kabupaten Pedie Jaya. Program RASKIN adalah program
nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui program
ini pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk
mendapatkan hak atas pangan. Namun dalam jurnal ini tidak membahas
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tentang pendistribusian raskin di desa Tinggimae kecematan Barombong
kabupaten Gowa perspektif ekonomi islam.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada penjelasan
sebelumnya maka dapat dituliskan bahwa tujuan dari penulisan skripsi ini ialah:
a. Untuk menganalisis bagaimana praktek pendistribusian raskin di Desa
Tinggimae kecamatan Barombong, kabupaten Gowa.
b. Untuk menganalisis kesesuaian pendistribusian raskin di desa Tinggimae
kecamatan Barombong, kabupaten Gowa dalam perspektif ekonomi islam
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian pada skripsi ini ialah:
a. Bagi Penulis
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ekonomi
Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar, dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman
penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh.
b. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan,
memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai




A. Pengertian dan Dasar Hukum Distribusi
1. Pengertian Distribusi
David A. Revzan dalam bukunya berjudul Marketing Organization
Through the Channel mengartikan bahwa distribusi merupakan suatu alur dari
arus yang dilalui barang-barang dari produsen kepada perantara sampai akhirnya
sampai kepada konsumen sebagai pemakai. Sementara American Marketing
Assocation (AMA) mendefinisikan bahwa ;
Distribusi merupakan suatu struktur organisasi dari perusahaaan, baik dari
dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan yang terdiri dari pedagang
besar/distributor, agen, dan pengecer.11
Perkembangannya konsep awal dari “distribusi telah berevolusi dari
physical distribution management menjadi logistic management dan selanjutnya
berkembang menjadi supply chain management.”12
2. Tujuan Distribusi
Tujuan distribusi sebagai berikut:
a. Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
b. Mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen
c. Tercapainya pemerataan produksi.
d. Menjaga kontunitas produksi.
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
11Mikael Hang Suryanto, Sistem Operasional Manajemen Distribusi: Pengukuran dan
Analisi Keuangan Saluran Distribusi (Jakarta: Grasindo,2016), h. 4
12Mikael Hang Suryanto, Sistem Operasional Manajemen Distribusi: Pengukuran dan
Analisi Keuangan Saluran Distribusi. h. 5
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f. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.
3. Fungsi Distribusi
Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu fungsi pokok
dan fungsi tambahan.
a. Fungsi Pokok Distribusi
1. Pengangkutan (transportasi)
Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat
konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan
pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan
makin majunya teknologi, kebutuhan manusia makin banyak. Hal ini
mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga
membutuhkan alat transportasi (pengangkutan).
2. Penjualan (Selling)
Di dalam pemasaran barang, selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan
oleh produsen. Pengalihan hak dari tangan produsen kepada konsumen
dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan ini maka
konsumen dapat menggunakan barang tersebut.
3. Pembelian (Buying)
Setiap ada penjualan berarti ada kegaiatan pembelian. Jika penjualan
barang dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.
4. Penyimpanan (Stooring)
Sebelum barang-barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan
terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan
keutuhan barang-barang, perlu adanya penyimpanan (Stooring).
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5. Pembakuan standar kualitas barang
Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu
menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis dan ukuran barang yang akan
diperjualbelikan. Oleh karena itu, perlu adanya pembekuan standar, baik
jenis ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan
tersebut. Pembakuan (standarisasi) barang ini dimaksudkan aar barang
yang akan dipasarkan atau disalurkan sesuai dengan harapan.
6. Penanggung Resiko
Seorang distributor menanggung resiko, baik kerusakan maupun
penyusupan barang.




Menyeleksi merupakan kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi
hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha.
Mengepak/mengemas untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang
dalam pendistribusian maka barnag harus dikemas denga baik.
Memberi informasi untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada
konsumen, produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada
perwakialn daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi,
informasi yang paling tepat bisa melalui iklan.13
13Artikelsiana, Pengertian Distribusi Fungsi Tujuan Jenis Tugas & Contohnya, 2014
http://www.artikelsiana.com/2014/11/pengertian-distribusi-fungsi-fungsi-kegiatan.html?m=1




Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk
memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi
ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk
memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.
Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya
kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan
masyarakat dan standar pendidikan.14
Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan
kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar
hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan,
akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan.
Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar
hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi
ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih
rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan
untuk mensejahterakan dirinya.
Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, Kemiskinan adalah :
kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak
terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang
menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan,
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan,
sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakan atau ancaman
tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan
kehidupan sosial dan politik.
14Lihat, Sam F. Poli, Memperdayakan Kaum Miskin, (Yogyakarta: Erlangga, 2005), h.
75.
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Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh
Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa
kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan
tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.
Dalam mengatasi kemiskinan pemerintah membuat Undang-Undang No. 13
Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Penanganan Fakir Miskin adalah :
Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program
dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi
kebutuhan dasar setiap warga negara.15
2. Kriteria Rumah Tangga Miskin
Miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian pembangunan keluarga
sejahtera didentikkan dengan kondisi keluarga sebagai berikut:
a. Pra Sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan,
kesehatan dan keluarga berencana. Secara operasional mereka tampak dalam
ketidak mampuan untuk memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:
1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya
2. Makan minimal 2 kali perhari
3. Sebagian besar lantai rumahnya bukan dari tanah
4. Jika sakit dibawa ke tempat sarana kesehatan.
b. Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan
psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi
15Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin Pasal 1 ayat 2, h. 3.
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dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Secara operasional
mereka tidak mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:
1. Menjalankan ibadah secara teratur
2. Minimal seminggu sekali makan daging/ikan/telur
3. Minimal memiliki baju baru sekali dalam setahun
4. Luas lantai rumah rata-rata 8 m per anggota keluarga
5. Tidak ada anggota keluarga berusia 10-60 tahun yang buta huruf latin
6. Semua anak berusia 7-15 tahun bersekolah
7. Salah satu anggota keluarga memiliki penghasilan tetap
8. Dalam 3 bulan terakhir tidak sakit dan masih dapat melaksanakan
fungsi fisiknya dengan baik.
3. Faktor Penyebab Kemiskinan
Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan
adalah sebagai berikut:
a. Laju Pertumbuhan Penduduk, pertumbuhan penduduk Indonesia terus
meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Menurut data
Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 1990 Indonesia memiliki 179 juta lebih
penduduk. Kemudian di sensus penduduk tahun 2000 penduduk meningkat
sebesar 27 juta penduduk atau menjadi 206 juta jiwa.16
Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk
dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja
tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang
minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus
ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.
16Badan Pusat Stastistik, Profil Kemiskinan di Indonesia,
http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskina.pdf), diakses 12 maret 2018.
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b. Angkatan Kerja, Penduduk yang bekerja dan Pengangguran, secara garis
besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan
tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang
berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap
negara yang satu dengan yang lain.17 Batas usia kerja yang dianut oleh
Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum Jadi setiap
orang atau semua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja.
Sisanya merupakan bukan tenaga kerja yang selanjutnya dapat dimasukan
dalam kategori beban ketergantungan.
c. Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan, distribusi pendapatan
nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil
pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Kriteria ketidak
merataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang
dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan
rendah (penduduk miskin); 40% penduduk berpendapatan menengah; serta
20% penduduk berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya).
Ketimpangan pembagunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud
dalam berbagai bentuk dan aspek atau dimensi. Ketimpangan sektoral dan
regional dapat ditengarai antara lain dengan menelaah perbedaan mencolok
dalam aspek-aspek seperti penyerapan tenaga kerja, alokasi dana perbankan,
investasi dan pertumbuhan.18
d. Tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya kualitas penduduk juga
merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan
17Dumairy, Perekonomian Indoensia, (Jakarta: Erlangga, 1996). h. 145.
18Dumairy, Perekonomian Indoensia, h. 149.
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karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja.
Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industri.19
e. Kurangnya perhatian dari pemerintah, pemerintah yang kurang peka terhadap
laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor
kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu
mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.
4. Kemiskinan dalam Pandangan Islam
Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya
menyatakan kefakiran yang sangat. Allah Swt, menggunakan istilah itu dalam




..atau orang miskin yang sangat fakir20
Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab: al-faqru, berarti








19Irawan, Ekonomika Pembangunan, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999), h. 87
20Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Jakarta: Erlangga, 2009), h.
594
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…lalu dia berdoa, “Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu
kebaikan yang engkau turunkan kepadaku.21
Kemiskinan atau kefakiran adalah suatu fakta, yang dilihat dari kacamata dan
sudut mana pun seharusnya mendapat pengertian yang sesuai dengan realitasnya.
Sayang peradaban Barat Kapitalis, pengembang sistem ekonomi kapitalis,
memiliki gambaran/fakta tentang kemiskinan yang berbeda-beda. Mereka
menganggap bahwasanya kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan atas barang ataupun jasa secara mutlak. Karena kebutuhan
berkembang seiring dengan berkembang dan majunya produk-produk barang
ataupun jasa, maka mereka menganggap usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
atas barang dan jasa itu pun mengalami perkembangan dan perbedaan.
Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak
terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah
menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa
tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan.
Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat
berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia. Karena
itu, Islam menganggap kemiskinan itu sebagai ancaman yang biasa dihembuskan








21Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah,h. 388
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Terjemahnya :
Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan
menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan
untukmu ampunan dari pada-Nya dan karunia dan Allah Maha luas
(karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui balasan yang lebih baik dari apa yang
dikerjakan sewaktu di dunia.22
Dengan demikian, siapa pun dan di mana pun berada, jika seseorang tidak
dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer)nya, yaitu sandang, pangan, dan papan,
dapat digolongkan pada kelompok orang-orang yang fakir ataupun miskin. Oleh
karena itu, setiap program pemulihan ekonomi yang ditujukan mengentaskan fakir
miskin, harus ditujukan kepada mereka yang tergolong pada kelompok tadi. Baik
orang tersebut memiliki pekerjaan, tetapi tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan
pokoknya dengan cara yang makruf, yakni fakir, maupun yang tidak memiliki
pekerjaan karena PHK atau sebab lainnya, yakni miskin.
Jika tolak ukur kemiskinan Islam dibandingkan dengan tolak ukur lain,
maka akan didapati perbedaan yang sangat mencolok. Tolak ukur kemiskinan
dalam Islam memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari tolak ukur lain. Sebab,
tolak ukur kemiskinan dalam Islam mencakup tiga aspek pemenuhan kebutuhan
pokok bagi individu manusia, yaitu pangan, sandang, dan pangan. “Adapun tolak
ukur lain umumnya hanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pangan
semata.”23
Suatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas kemiskinan memang
tidak mudah karena pada tiap lingkungan tertentu dan tiap pada kurun waktu
tertentu kepentingan dan kebutuhan manusia dan masyarakat berbeda. Seseorang
22Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 45




didalam lingkungan masyarakat  yang sudah digolongkan kaya, namun di
lingkungan lain ia masih di golongkan miskin.
Demikian pula suatu masyarakat yang di anggap kaya dibandingkan
masyarakat lain ia masih di anggap miskin. Sekalipun demikian, dilingkungan tiap
masyarakat kedua unsur pokoknya, si miskin dan si kaya, tetap saja ada. Maka
berdasarkan diatas, kaya dan miskin relatif adanya. Ajaran Islam di jabarkan
dalam fiqih melihat tiga faktor yang berkaitan dengan masalah kemiskinan
seseorang : pertama, harta benda yang dimiliki secara sah berada di tempat ( mal
makhluk hadhir), kedua, mata pencaharian (pekerjaan) tetap, yang di benarkan
oleh hukum (al-kasb al-halal), ketiga, kecukupan ( al-kifayah) atau kebutuhan
hidup yang pokok.24
C. Beras Miskin (RASKIN)
1. Pengertian Raskin
Raskin merupakan beras yang disubsidikan oleh pemerintah yang
dijual dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga beras
dipasaran. “Awal mula realisasi beras miskin pada tahun 1998 ketika terjadi
krisis moneter, yang bertujuan untuk mempererat ketahanan pangan rumah
tangga terutama Rumah Tangga Miskin (RTM).”25
Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang
diperuntukkan bagi rumahtangga berpenghasilan rendah sebagai upayadari
pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan
24Ali yusuf, Menggagas Fiqih Sosial : dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga
Ukhuwah, cet ke 3, (Bandung : Mizan, 1995), h. 165
25Bulog, Program Beras Untuk Keluarga Miskin, http://bulog.go.id/, h. 6, diakses 13
Maret 2018.
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perlindungan sosial padarumah tangga sasaran. Keberhasilan Program
Raskin diukur berdasarkantingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat
sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat
administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran
Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan
pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan
konsumsienergi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk
meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras
kepada penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.
Program raskin adalah program nasional lintas sektoral yang baik
vertical (pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah) maupun
horizontal (lintas kementerian/lembaga), sehingga semua pihak yang terkait
bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan program raskin.
2. Tujuan Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)
Untuk terlaksana program raskin dengan baik, adapun tujuan dari
program tersebut, yaitu:
a. Tujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, melalui
pemberian bantuan sebagai kebutuhan pangan dalam bentuk beras.
b. Sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM), di desa atau kelurahan yang
berhak menerima beras raskin, sebagai hasil seleksi musyawarah desa
atau kelurahan yang terdaftar, dalam daftar penerimaan manfaat
(DPM), di tetapkan oleh kepala desa atau kelurahan dan di sahkan oleh
camat.
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c. Kriteria raskin hanya di berikan kepada rumh tangga miskin, penerima
manfaat raskin hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar
penerima manfaat dan diberi identitas (kartu raskin dan bentuk lain).
d. Bentuk program pembagian beras, kepada kepala rumah tangga miskin
hasil musyawarah desa atau kelurahan yang terdaftar dalam penerimaan
manfaat.
3. Mekanisme Distribusi Raskin
a. Mekanisme pendistribusian program raskin melalui beberapa tahap:
1. Bupati/wali kota mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada
kadivre/kasubdivre/kakansilog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan
rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin di masing-masing
kecamatan dan desa/kelurahan.
2. Berdasarkan SPPB/DO, satuan kerja (satker) Raskin mengambil beras di
gudang penyimpanan perum Bulog dan mengangkut dan menyerahkan
beras Raskin kepada pelaksana distribusi (satuan kerja di titik distribusi,
yaitu aparat kecamatan, desa/kelurahan, dan TP-PKK yang ditujukan
oleh camat) di titik distribusi.
3. Pelaksana distribusi menyerahkan beras kepada rumah tangga miskin
secara perorangan atau kelompok yang mewakili masyarakat dengan
berita acara serah terima.
b. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin
Pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang
sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat,
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang
terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program Raskin
terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin ( Pedum Raskin), “Pedoman Khusus
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Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk
Teknis Raskin (Juknis Raskin).”26
a. Pembuatan Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin)
b. Pembuatan Pedoman khusus Raskin .
c. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin).
d. Pembutan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).27
Pedoman Umum Program Raskin sebagai panduan pelaksanaan Raskin
untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementrian/
Lembaga (K/L) baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedum ini
di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program
Raskin yang berlaku secara nasional.
Pedum Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin pusat dan setiap tahun
akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang
berkembang.
Pedum Raskin akan dikirim dalam bentuk buku dan dapat diunduh pada
website Kemenko Kesra (www. Menkokesra.go.id) dan website Perum BULOG
(www.BULOG.co.id).
e. Pembuatan Pedoman khusus Raskin .
f. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin).
g. Pembutan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).28
c. Penetapan Pagu Raskin
1. Penetapan Pagu Raskin Nasional.
2. Penetapan Pagu Raskin Provinsi.
3. Penetapan Pagu RaskinKabupaten / Kota.
4. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa / Kelurahan.29
26Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, h. 26
27Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, h. 27
28Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, h. 27
29Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, h. 56
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d. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin
1. Menetri Koordinator Biang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran
Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat
terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program
Raskin di provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara
peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara
berjenjang.
4. Sosialisasi Program Raskin secara umum dilakukan dengan mengacu
pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampuran.30
e. Monitoring dan Evaluasi
1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas peyaluran Raskin kepada RTS-
PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin elakukan
monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan di evaluasi realisasi penyaluran Raskin
dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan
penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan
penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan
monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan Monev oleh Tim Koordinasi Raskin Provindsi dapat
dikoordinasi dengan TKPK Provinsi. Kegiatan monev oleh Tim
Koordinasi Raskin Kabupaten / Kota dapat dikoordinasikan dengan
TKPK Kabupaten / Kota
5. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan
secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
30Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, h. 56
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6. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan metode kunjungan lapangan
(supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan
pelaporan.31
f. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)
1. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung
jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG
dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung
dan atau 50 kg/karung.
3. Rencana Penyaluran, untuk menjamin kelancaran proses penyaluran
Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun
rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
4. Mekanisme Penyaluran
a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/ Walikota/ Ketua Tim Koordinasi Raski
Kabupaten/ Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota
menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk
masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu
peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.
c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BOLUG menyalurkan beras sampai ke
TD.
d. Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim
Koordinasi Raskin/ Pelaksanaan Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang
ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/
Kota/ Kecamatan/ Pelaksanaan Distribusi.
31Lihat, Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, h. 32
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e. Di TD dilaksanakanserah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim
Koordinasi Raskin/ Pelaksanaan Distribusi dan dibuat BAST yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak.
f. Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat
kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi
geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran
Raskin tidak mungkin dilakukan secra rutin setiap bulan di suatu wilayah,
maka penyaluran Raskin dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh
pemerintah daerah setempat.32
g. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke TRS-PM
1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rskin dari TB ke
RTS-PM maka TB ditetapkan dilokasi yang strategi dan mudah
dijangkau oleh RTS-PM untuk meminimalkan biaya transportasi
penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan dilokasi
yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh
pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-
PM sebanyak 15 kg/ RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat
dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin
Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.33
h. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin
1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp.1.600,00/kg di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksanaan Distribusi Raskin
pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksanaan Distribusi Raskin
32Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, h. 34
33Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, h. 35
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langsung menyetorkan uang HTR tersebut rekening Perum BULOG
melalui Bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG
setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai
dengan situasi dan kondisi setempat.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan
HTR sebesar Rp. 1.600,00/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam
penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam
APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih
lanjut di dalam Juklak/Juknis.
i. Pembiayaan
1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tata cara
penyediaan, perhitungan, pembayaran dan pertanggung jawaban Subsidi
Beras Raskin bagi masyarakat berpendapat Rendah, Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan
tata cara verifikasinya.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya
distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan
pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/Seafeguarding dari
APBN dan APBD dan atau Perum BULOG.34
4. Kriteria Masyarakat Penerima Raskin
Dalam Menentukan daftar masyarakat penerima raskin didasarkan pada
data terpadu untuk program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS), adapun kriteria masyarakat penerima raskin adalah:35
a. Rumah tangga yang berpenghasilan dibawah Rp. 500.000.
34Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015, h. 35
35http://www.tnp2k.go.id/ diakses 12 maret 2018
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b. Rumah tangga yang tidak memiliki tabungan minimal Rp. 1.500.000.
c. Rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap
d. Rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian
e. Rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok (masyarakat
yang memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara berhutang)
f. Rumah tangga tidak dapat mengkonsumsi protein seperti ikan/telur/daging
minimal 2 kali dalam seminggu
g. Rumah tangga dengan kondisi perumahan masih mengontrak/numpang
h. Kondisi lantai rumah tanah/semen kasar
i. Kondisi dinding bangunan tempat tinggal masyarakat geribik/gabus
j. Sumber air sumur masih menimba atau manual
k. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik/menggunakan listrik akan tapi
masih menumpang.
D. Pendistribusian Dalam Perspektif Ekonomi Islam
1. Distribusi dalam Ekonomi Islam
Menurut Yusuf Qardhawi salah satu masalah utama dalam kehidupan
sosial dalam masyarakat adalah mengenai masalah distribusi. Distribusi
merupakan salah satu bidang terpenting dalam perekonomian. Masalah distribusi
terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu distribusi pra produksi dan pasca produksi.36
Distribusi pra produksi yaitu mengenai distribusi sumber-sumber
produksi yang meliputi tanah, sumber daya alam, alat-alat yang digunakan untuk
proses produksi. Sedangkan distribusi pasca produksi yaitu “mengenai distribusi
36Muhammad Baqir Ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna (Jakarta:
Zahra,2008), h. 149.
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komoditas yang merupakan hasil dan proses perpaduan dari sumber-sumber
produksi yang dilakukan oleh manusia.”37
a. Pengertian Distribusi
Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau
barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah. Kata distribusi
disinonimkandengan kata dulah dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata dulah
berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ketempat lain.
“Sedangkan secara terminologi kata dulah berarti suatu proses perputaran atau
peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.”38




















37Muhammad Baqir Ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, h. 150.
38Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam (Jakarta:
Erlangga, 2009), h. 48.
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Terjemahnya:
Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal)
dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat (Rasul),
Anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam
perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara kamu. Apa yang
diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya
bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwahlah kepada Allah sangat keras
hukuman-Nya.39
Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menyuruh manusia
untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola
dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu
hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.40
Dalam sistem ekonomi Islam faktor-fektor produksi tidak boleh dikuasai oleh
segelintir orang, namun faktor produksi tersebut harus berada ditanagn
masyarakat yang diwakili atau dikelolah oleh pemerintah. Kekayaan yang hanya
terpusat pada sekelompok tertentu, tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi
karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan sebagi model usaha dan akhirnya
tidak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam
masyarakat.41
2. Moral Islam Dalam Sistem Distribusi
Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang
sangat penting. Setiap hasil ekonomi seorang muslim dapat menjadi hak miliknya
karena hal itu menjadi motivasi ini membimbing manusia untuk terus
berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya.
39Kementerian Agama RI, Al-Qur’a Tajwid dan Terjemahnya (Jakarta: Syamil Quran,
2010), h. 546.
40 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, h. 50
41Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, h. 77
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Tetapi kepemilikan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas yaitu
hanya berwenang untuk memanfaatkan sedangkan pemilik yang hakiki dan
absolut hanyalah Allah.
kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi :
a. Kepemilikan Umum (al milikiyah al ammah / collegtive property)
kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun
gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas dan juga termasuk yang tersimpan di perut
bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi
sebagai komponen utamanya.
b. Kepemilikan Negara (state property)
kepemilikan negara meliputi semua kekayaan yang diambil negara seperti
pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri dan pertanian yang
diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh
Negara sesuai dengan kepentinga Negara.
c. Kepemilikan Individu
kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai
dengan hukum atau norma syariat.
Persoalan kepemilikan dalam tema ekonomi Islam didasari oleh konsep
tauhid. Allah sebagai Mahapencipta adalah pemili segala sesuatu. Dia telah
menundukkan ciptaan-Nya bagi manusia, seperti bumi, matahari, bulan, laut,
sungai dan lain-lain.
Syariat menganggap hak kepemilikan adalah pemberian Allah. Diatur dengan
peraturan yang diturunkan-Nya. Bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat
manusia. Ini mengandung arti bahwa kekuasaan Allah atas segala sesuatu bersifat
tidak terbatas, baik jangkauan kekuasaannya maupun jangka waktunya.
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Kekuasaan manusia memikul suatu tanggung jawab berasal dari perannya sebagai
Khalifah Allah. Agar fungsi hak milik dapat ditempatkan menurut proporsi
sebenarnya, diperlukan ketegasan tentang sumber hak milik agar pemanfaatan hak
kepemilikan itu tidak menyimpang dari kehendak pemilik yang sebenarnya.
Dengan kedudukan ini “manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi
beserta isinya bagi kesejahteraan umat manusia seluruhnya.”42
3. Instrumen-instrumen Distribusi
a. Zakat
Zakat secara bahasa berarti tmbuh, bertambah, bersih, dan baik.
Sedangkan secara istilah fiqh zakat adalah “kadar harta tertentu yang diwajibkan
Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.”43 Zakat
merupakan salah satu ibadah yang memiliki dua fungsi, yaitu ibadah secara
individu dan secara sosial. Dengan mengeluarkan zakat “maka akan mensucikan
harta dan akan menciptakan hubungan yang harmonis antara si kaya dan si
miskin.”44
Zakat didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya
yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang
berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh.
b. Infaq dan Sedekah
Infaq dan sedekah adalah pemberian yang sifanya sunnah, bebas dan sukarela
bagi setiap orang yang ingin melakukan kebaikan dengan hartanya kepada
sesama.
42Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, h. 138
43Yusuf Qardawi, Fiqhuz Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun et.al. dalam “Hukum
Zakat” (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), h. 34
44Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 134
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Distribusi infaq dan sedekah pada dasarnya sama dengan distribusi zakat
yaitu menyangkut delapan golongan dia atas, namun sedekah lebih
diprioritaskan kepada kalangan yang lebih membutuhkan dan kalangan yang
lebih dekat kepada Allah.45
c. Wakaf
Menurut Imam Nawawi, Zakat adalah menahan harta yang dapat diambil
manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada
padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri
kepada Allah.46
d. Nafkah
Nafkah adalah pemberian yang digunakan untuk membiayai kebutuhan istri,
anak-anak, dan keluarga dekat yang lemah. Selain itu dalam sistem Islam, seorang
imam juga dianggap sebagai seorang ayah dalam sebuah keluarga. Artinya bahwa
tugas imam atau negara tidak sebatas melindungi hak milik dan melindungu dari
bebagai ancaman. Namun lebi dari itu, “negara juga bertugas menyediakan dan
memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama rakyat miskin.”47
e. Wasiat
Wasiat adalah pemberian sejumlah harta seseorang yang diperuntukkan bagi
orang-orang tertentu yang bukan merupakan ahli waris yang akan diterima apabila
yang memiliki harta tersebut telah meninggal.48
f. Ganimah
45Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, h. 143
46Kartika Sari Elsi, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h.
2.
47Yusuf Qardawi, Musykilah Al-Faqr wakaifa ‘Aalajaha Al-Islam, Terj., Syafril Halim
dalam ‘Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan” (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 143-144
48Ali Yafie, Mengagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga
Ukhuwah (Bandung: Mizan, 1995), h. 174
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Ganimah adalah harta rampaan yang diperoleh dari suatu pertempuran yang
seperlimanya dipeuntukkan kepada Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim,
orang miskin, dan orang yang berpergian jauh sebagaimana yang tercantum dalam



















Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai
rampasan perang, maka seperlimah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul,
anak yatim, orang miskin, dan Ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman
kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami
(Muhammad) di hari furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan.
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.49
g. Fa’i
fa’i adalah semua harta yang didapatkan dari kaum kafir dengan sukarela
tanpa melalui pertempuran. Distribusi fa.i pada dasarnya sama dengan distribusi
49Kementerian Agama RI, Al-Qur’a Tajwid dan Terjemahnya, h. 182.
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ganimah yaitu diperuntukkan kepada Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak
yatim, orang miskin, dan orang yanng berpergian jauh sebagaimana yang




















Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang
berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat
(Rasul), Anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang
yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara kamu.
Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwahlah kepada Allah
sangat keras hukuman-Nya.50
4. Prinsip-prinsip Distribusi
50Kementerian Agama RI, Al-Qur’a Tajwid dan Terjemahnya, h. 546.
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Ada beberapa prinsip yang mendari proses distribusi dalam ekonomi




















Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang
berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat
(Rasul), Anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang
yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara kamu.
Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwahlah kepada Allah
sangat keras hukuman-Nya.51
Prinsip-prinsip tersebut yakni:
a. Larangan riba, dan garar
51Kementerian Agama RI, Al-Qur’a Tajwid dan Terjemahnya, h. 546.
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Kata riba dalam Al-Qur’an digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti:
tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak.
Secara umum riba berarti tambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Menurut etimilogi, kata ar riba bermakna zada wa nama yang berarti
bertambah dan tumuh, sedangkan secara terminologi riba di definisikan
sebagai melebihkan keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain
dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa
memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.52
b. Kebebasan
Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari kekayaan
karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan,
keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, Islam memberikan
kebebasan untuk melakukan segala kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi
semua kebutuhan hidupnya tersebut.
Kebebasan itu harus dilandasi dengan keimanan dan ketauhidan kepada Allah
karena kebebasan yang mutlak hanya milik-Nya. Oleh karena itu, “kebebasan
manusia tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
syara’ termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain.”53
c. Konsep kepemilikan dalam Islam
Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan
membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan
bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan
dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah.
Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya
52Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format
Keadilan Ekonomi di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 77
53Muhammad Baqir Ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, h. 155
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tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup
kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta
tersebut.
Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak
orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit
jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antar si kaya dan si miskin.
Pada dasarnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena
semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia
memegangnya hanya sebagai suatu amanah, yang akan dimintai
pertanggungjawaban atas harta benda tersebut.54
d. Keadilan dalam distribusi
Dalam kamus besar bahasa Indonesia keadilan merupakan kata sifat yang
menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak,
berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam
bahasa Arab berasal dari kata “adala”, yang dalam Al-Qur’an terkadang
disebutkan dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘adl di dalam Al-Qur’an memiliki
aspek dan objek beragam, begitu pula pelakunya. Keagamaan tersebut
mengakibatkan keragaman makna ‘adl (keadilan).
Kata ‘adl dengan arti “sama (persamaan)” pada ayat-ayat yang dimaksud






54Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format











Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha Mendengar,
Maha Melihat.55
e. Larangan menumpuk Harta
Islam mebenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan
harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak pondasi sosial Islam,
karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum,
yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang
mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu penumpukan harta berlebihan
dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar
bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar dimasyarakat.
Apabila terjadi yang sedemikian, dibenarkan bagi pemerintah dengan
kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi
kepentingan masyarakat melalui instrumen zakat. Kebijakan untuk
membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin
terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan
distribusi di masyarakat.56
55Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terhemahnya, h. 87.
56Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format

















A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, maka peneliti
menggunakan metode jenis penelitian Kualitatif. Metode Penelitian kualitatif
adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya
peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi
dengan orang-orang di tempat penelitian. Metode penelitian kualitatif menurut
para ahli adalah :
a. Penelitian kualitatif adalah sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya
tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.
b. Penelitian kuliatatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan
investigasi karna biasa peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap
muka langsung dan berinterkasi  dengan orang- orang di tempat penelitian.
Penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, tentang
suatu fenomena, “kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung
dan/atau tidak langsung dalam dalam setting yang diteiti, kontekstual dan
menyeluruh.49
Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah
penelitian dimana ia tidak menggunakan rumus statistik dalam menyelesaikan
penelitian.
49Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan,
(Jakarta : Prenada Media Group, 2014), h. 328.
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2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di desa Tinggimae kecamatan Barombong
kabupaten Gowa.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Studi
kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan
terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis. Penelitian studi
kasus merupakan suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna,
menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam
dari individu, kelompok, atau situasi.50
C. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:
1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh lewat pengamatan atau
wawancara langsung dengan narasumber. Dalam hal ini adalah pendistribusian
beras raskin.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang
diperoleh lewat dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek
penelitian, misalnya buku-buku, artikel, dan karya ilmiah.
Data adalah hasil peneliti baik berupa fakta atau angka yang dapat dijadikan
bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan yang dimaksud sumber data
50Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis,Data, (Rajawali Pers: Jakarta, 2014), h.20.
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dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data tersebut dapat di
peroleh.51
D. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data yang
bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.52
Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung
dilapangan untuk mengetahui kondisi subjektif seputar lokasi penelitian di
desa Tinggimae kecamatan Barombong kabupaten Gowa.
2. Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari data dokumen yang artinya barang-barang
yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki
benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian,
dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih
kridibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi.
3. Wawancara
51Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (edisi Revisi V, Jakarta:
RinekaCipta, 2002), h. 107.
52 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: kencana, 2009), h. 15.
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Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan
keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung.53
4. Studi Pustaka
Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan
menelaah berbagai literatur, teori, buku, jurnal dan yang mendukung
pembahasan masalah dalam penelitian ini.
E. Instrumen Penelitian
1. Instrumen Observasi
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis
terhadap gejala, fenomena atau objek yang diteliti.Secara psikologis, Observasi
disebut pula pengamatan yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek
dengan menggunakan alat indra. Penelitian ini menggunakan observasi sistematis
yaitu dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan. Cara ini
dilakukan penulis berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan penulis dengan
objek yang diteliti. Disamping itu pula dalam melakukan observasi penulis
menggunakan alat pendukung guna mempermudah dan memperlancar kegiatan
observasi.
2. Instrumen Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapat
keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan
yang dapat memberi keterangan. Wawancara adalah proses memperoleh
53Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Social (cet. IV:
Jakarta PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73.
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keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka
antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden.
F. Teknik pengolahan dan Analisis Data
Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan
bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya.
Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-
fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses
penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstraan dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus-menerus.
Reduksi data mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus.
2. Penyajian Data
Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun,
sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun
matrik, grafik, jaringan dan bagan.
3. Penarikan Kesimpulan
Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara
terus-menerus selama berada di lapangan.Dari permulaan pengumpulan data,
mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Desa Tinggi Mae
a. Keadaan Geografis dan Demografi
1. Letak dan Luas Wilayah
Desa Tinggimae merupakan salah satu dari lima desa dan dua kelurahan
yang terdapat di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, diantaranya Desa
Biringala, Desa Moncobalang, Desa Kanjilo, Desa Tamannyeleng, Kelurahan
Lembang Parang, dan Kelurahan Benteng Sumbo Opu. Untuk mengetahui secara
jelas letak geografis Desa Tinggimae, maka disajikan batas-batas desa sebagai
berikut.
a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Lembang Parang Kab. Gowa
b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Moncobalang dan Desa Bone Gowa
c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pakkaba Kab. Takalar
d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Panakukang Kab. Takalar







5. Dusun Bonto Kappong
Adapun Orbitrasi atau jarak antara Desa Tinggimae dengan pusat
pemerintahan kecamatan, kabupaten, dan provinsi yaitu:
a) Jarak ke Ibukota Kecamatan terdekat yaitu ± 3 km dengan waktu tempuh kurang
lebih 10 menit.
b) Jarak ke Ibukota Kabupaten yaitu ± 10 km dengan waktu tempuh kurang lebih 20
menit.
c) Jarak ke Ibukota Provinsi yaitu ± 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30
menit.
2. Keadaan Alam dan Iklim
Tipologi Desa Tinggimae adalah dataran. Keadaan tanah di Desa Tinggimae
terbilang cukup subur, hal ini terlihat dari sebagian besar masyarakatnya hidup dari
sektor pertanian. Pada umumnya di Kabupaten Gowa termasuk di Desa Tinggimae
terbagi dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau.
Desa ini memiliki ketinggian tanah di atas permukaan laut 20-50 meter.
Khusus Desa Tinggimae memiliki curah hujan 50-60 Mm yang berlangsung +4 bulan
dalam setahun. Adapun suhu rata-rata di Desa Tinggimae yakni 40ºC, sementara
bentang wilayahnya adalah wilayah dataran rendah.
3. Jumlah Penduduk
Keadaan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang
pelaksanaan pembangunan di desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari pendataan
masyarakat desa pada tahun 2017, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa
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Tinggimae tahun 2017 adalah 4.928 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.029 KK.
Pembagian penduduk di Desa Tinggimae dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk di Desa Tinggimae
No. Penduduk Jumlah
1 Penduduk Laki-Laki 2.484 Jiwa
2 Penduduk Perempuan 2.444 Jiwa
3 Jumlah Kepala Keluarga 1.029 KK
Sumber: Data diolah dari kantor desa Tingimae
4. Agama
Mayoritas penduduk Desa Tinggimae adalah pemeluk agama islam. Menurut
data kependudukan, jumlah penduduk yang beragama islam yakni sebesar 100%.
Dikarenakan masyarakat Desa Tinggimae memeluk agama islam maka jumlah sarana
peribadatan yang ada di Desa Tinggimae berjumlah 5 buah mesjid dan 1 buah
mushallah.
Tabel 4.2
Rumah Ibadah di Desa Tinggimae
No. Nama Dusun Jumlah
1 Dusun Boka 1 Mesjid
2 Dusun Kalukuang 1 Mesjid
3 Dusun Boronga 1 Mesjid dan 1 Mushallah
4 Dusun Bontoa 1 Mesjid
5 Dusun Bonto Kappong 1 Mesjid
Sumber: Data diolah dari kantor desa Tinggimae
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5. Sumber Mata Pencarian
Wilayah Desa Tinggimae adalah wilayah dataran rendah dengan latar
belakang masyarakatnya adalah bertani, buruh bangunan, dan PNS. Bertani
merupakan mata pencaharian pokok masyarakat pada umumnya dimana tanaman padi
merupakan komoditi andalan untuk desa ini. Selain bertani sebagian masyarakat
bekerja sebagai buruh bangunan dan PNS yang rata-rata bertempat tinggal di Dusun
Boka, Dusun Kalukuang, Dusun Boronga, Dusun Bontoa, dan Dusun Bonto
Kappong.
6. Pendidikan
Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan
masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya.
Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat
kecakapan juga mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada
gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan
membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna
mengatasi pengangguran.
Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Tinggimae akan secara bertahap
merencanakan dan menganggarkan dana pada bidang pendidikan baik melalui
Anggaran Dasar Daerah, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah
lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah
Kabupaten Gowa.
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Di Desa Tinggimae terdapat beberapa sekolah formal dan non formal dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.3
Sekolah di Desa Tinggimae
Sumber: Data diolah dari kantor desa Tinggimae
Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Tinggimae, jumlah
angka putus sekolah, jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat
dilihat di tabel bawah ini :
Tabel 4.4
Jenjang Pendidikan Masyarakat di Desa Tinggimae
No Keterangan Jumlah
1 Tamatan Sekolah formal, non formal dan
belum sekolah
168
2 Tamat Sekolah Dasar 1293
3 Tamat Sekolah Menengah Pertama 698
4 Tamat Sekolah Menengah Atas 811
5 Akademi/DI/DII/DIII -
6 Strata I 191
7 Strata II 2
Total 3163
Sumber: Data diolah dari kantor desa Tinggimae
No. Fasilitas Pendidikan Jumlah
1 Taman Kanak-Kanak 1
2 PAUD 2
3 Sekolah Dasar 3
4 Sekolah Menengah Pertama 1
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Dari segi pendidikan, penduduk Desa Tinggimae bisa dikatakan masih
rendah, dimana sebahagian besar penduduknya hanya tamatan SMP disebabkan
karena tidak mampuan ekonomi. Masyarakat Desa Tinggimae masih kurang memiliki
kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat
pendidikan penduduknya yang kebanyakan hanya tamatan SMP.
7. Kesehatan
Secara umum kondisi kesehatan di Desa Tinggimae sudah terbilang cukup
baik, hal ini dikarenakan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Khusus di Desa
Tinggimae ada beberapa sarana dan prasarana (berdasarkan Laporan data profil Desa
Tinggimae Tahun 2011) yaitu:
Tabel 4.5
Fasilitas Kesehatan di desa Tinggimae
No. Sarana dan PrasaranaKesehatan Jumlah
1 Posyandu 6
2 Bidan Desa 1
3 Pustu 1
4 Posyandu Lansia 5
Jumlah 13
Sumber: Data diolah dari kantor desa Tinggimae
8. Sosial Budaya
Kehidupan sosial budaya dalam tataran masyarakat Desa Tinggimae
merupakan suatu tataran masyarakat yang berpegang teguh pada kepercayaan agama
islam. Hubungan kekerabatan dan ikatan kekeluargaan dalam lingkup Desa
Tinggimae sangat erat dimana masyarakat memiliki unsur gotong royong yang sangat
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erat. Hal ini dikarenakan penduduk desa merupakan face to face group dimana
mereka saling mengenal betul seolah-olah mengenal dirinya.
Hubungan kekeluargaan diantara masyarakat Desa Tinggimae sangat erat,
hal ini disebabkan karena terjadinya perkawinan sesama warga desa. Hal ini
kemudian berdampak pada eratnya hubungan kekeluargaan dan emosional yang
terjalin diantara masyarakat Desa Tinggimae.
9. Kondisi Ekonomi
Pertanian dan Buruh Harian merupakan bidang mata pencaharian penduduk
pedesaan khususnya di Desa Tinggimae Kecematan Barombong Kabupaten Gowa.
Selain sektor pertanian  yang menjadi komoditas handalan Desa Tinggimae,
ada juga sektor yang lain sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.6
Pekerjaan Masyarakat di Desa Tinggimae
No. Jenis Mata Pencaharian Jumlah
1 Petani 302




6 Ibu Rumah Tangga 768
7 Petani Penggarap 31
8 Pedagang/Penjual 76
9 Buruh Harian 453
10 PNS/TNI/POLRI 95
11 Pegawai Swasta 90
12 Tukang Perahu 2
13 Belum Bekerja 1272
14 Supir 55
15 Tidak Bekerja 199
16 Tukang Becak/ Ojek 97
17 Dll 78
Jumlah 3700
Sumber: Data diolah dari kantor desa Tinggimae
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa
Tinggimae sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian, selain itu sumber pekerjaan
yang lain diantaranya, pedagang, wiraswasta, buruh, PNS, TNI, POLRI, dan lain
sebagainya. Banyak juga penduduk yang bekerja sebagai buruh harian hal ini
menunjukkan bahwa pertanian di Desa Tinggimae kurang potensial, umumnya
mereka menjadi buruh pabrik dan buruh bangunan di kota besar.
B. Distribusi Beras Miskin di Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa
Persoalan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan masalah
serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Lebih dari itu, kemiskinan telah
menjadi sebuah gejala universal. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak
bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan
menjadi kenyataan yang hidup ditengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan
merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu
kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan.
Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program
Raskin) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal mauun vertikal,
untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan
rendah. Secara horizontal semua kementerian/Lembaga [K/L] yang terkait
memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat
berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat
tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oeh karena itu, peran Pemerintah Daerah
sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin.
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Berdasarkan informasi yang telah didapat dari tinjauan dokumen dan
lapangan, mekanisme pelaksanaan program raskin di Desa Tinggimae Kecematan
Barombong Kabupaten Gowa sebagai berikut:
1. Bupati Gowa mengajukan surat permintaan alokasi raskin kepada sub drive
bulog wilayah VII Makassar dan mengirimkan kepada setiap kecamatan di
Kabupaten Gowa termasuk Kecematan Barombong yang berisi tentang
alokasi jumlah beras untuk setiap kecamatan dan kelurahan/desa di
Kabupaten Gowa yang telah ditetapkan melalui SK Bupati.
2. Dari SPA tersebut dapat diketahui bahwa jumlah RTS di Desa Tinggimae
sebanyak 200 RTS dengan jumlah beras sebesar 3.000 Kg.
3. Satgas raskin Desa Tinggimae mengambil beras di gudang Bulog sesuai
dengan jadwal pengambilan beras yang tertera di dalam SPA dengan
membawa cap/stempel.54
4. Di Gudang Bulog, kepala gudang melayani distribusi beras kepala Satgas
Raskin Desa Tinggimae atas dasar SPA.
5. Penyerahan beras oleh petugas Bulog kepada satgas raskin Desa Tinggimae
dibuktikan dengan berita acara serah terimah yang dibuat saat penyerahan
dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang disertai dengan indentitas
jelas dan cap/stempel.
6. Petugas gudang Perum Bulog mengangkut dan menyerahkan beras Raskin
sampai di titik distribusi yaitu di kantor desa Tinggimae.
7. Berdasarkan hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) oleh
Badan Pusat Statistik (BPS), Desa Tinggimae tercatat memiliki 200
Keluarga sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima beras raskin
dengan jumlah beras sebanyak 3.000 Kg dan harga tebus Rp. 25.000
/Karung (15kg) dititik distribusi yaitu kantor desa Tinggimae.
8. Setelah sampai di kantor Desa Tinggimae, satgas raskin desa membagi dan
menyalurkan beras raskin ke titik bagi yaitu kepada setiap dusun melalui
kepala dusun masing-masing desa Tinggimae.
9. Setelah sampai dirumah kepala dusun, beras yang masih dalam bentuk
kurungan tersebut warga mengambil beras raskin.
Program Raskin di Desa Tinggimae merupakan program yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat. Keberhasilan program Raskin diukur berdasarkan
tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat
waktu, tepat kualitas, dan tepat adminitrasi.
54Dg. Mawara’, (48 tahun), satgas raskin/penanggujawab raskin, wawancara, 5 januari 2018.
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a. Tepat Sasaran
Program Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) di Desa Tinggimae kecematan
Barombong Kabupaten Gowa merupakan salah satu bentuk bantuan penanggulangan
kemiskinan bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah. Mekanisme
pembagian Raskin di Desa Tinggimae berpatokan dengan Rumah Tangga Sasaran
(RTS) yang telah terdaftar sebagai penerima program Raskin saja yaitu 200 RTS.
Dengan rincian perdusun sebagai berikut:
Tabel 4.7
RTS-PM di desa Tinggimae
No. Nama Dusun Jumlah
1 Dusun Bontowa 23 KK
2 Dusun Boka 67 KK
3 Dusun Bonga 23 KK
4 Dusun Bonto Kappong 72 KK
5 Dusun Kalukuang 15 KK
Jumlah 200 KK
Sumber: Data diolah dari kantor desa Tinggimae
Penerima raskin di desa Tinggimae tidak semuanya masyarakat miskin, ada
masyarakat yang bisa dikatakan mampu masih menerima bantuan raskin, hal ini
disebabkan karena adanya ketidakakuratan data Rumah Tangga Sasaran Penerima
Manfaat (RTS-PM) dan masih adanya perangkat desa yang mengutaman keluarganya
yang mendapatkan raskin. Seperti yang disampaikan warga desa Tinggimae selaku
penerima raskin (informan) sebagai berikut :
“Masih ada memang masyarakat yang mampu masih mendapatkan beras
raskin sedangkan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan tidak
56
mendapatkan beras raskin ini karenakan pembagian raskin mengutaman
keluarga dari kantor desa.”55
“saya ini termasuk kategori kurang mampu, saya memiliki 5 orang anak
(tanggungan) yang masih sekolah, sedangkan pekerjaan ku hanya seorang
buruh harian, tetapi saya tidak mendapatkan raskin.”56
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerima raskin di desa
Tinggimae masih ada yang tidak tepat sasaran dikarena data RTS-PM tidak akurat
sehingga masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapatkan manfaat dari
program raskin tersebut dan adanya pilihkasih yang mengutamakan keluarga dari
aparatur desa, sehingga masyarakat miskin yang berhak mendapatkan raskin ini tidak
mendapatkan apa-apa karena beras sudah habis. Hal ini terjadi karena kurangnya
pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaannya.
b. Tepat Waktu
Tepat waktu sebagai indikator keberhasilan program raskin di desa Tinggimae
mendapat kendala dalam pendisitribusiannya dikarenakan tidak menentunya beras
raskin datang ke desa Tinggimae. Dimana tepat waktu adalah pendistribusian beras
raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan yaitu sebulan sekali.
Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Ibu Desa dan warga desa
Tinggimae, beliau mengatakan :
“Waktu pendistribusian raskin memang tidak pernah menentu.”57
“Tidak tiap bulan raskin dibagikan, karena beras raskin tidak menentu kapan
datang ke desa”58
55 Kaharudding Dg. Tojeng, (52 Tahun), Warga Desa Tinggimae, wawancara, 5 Januari 2018.
56Dg. Rowa, (47 Tahun), Warga Desa Tinggimae, wawancara, 6 Januari 2018.
57Dg. Sungguh, (38 tahun), Warga desa Tinggmae, wawancara, 8 Januari 2018.
58Dg. Kanang, (52 tahun), Ibu Desa Tingimae, wawancara, 5 Januari 2018
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Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa indikator
keberhasilan program raskin yaitu tepat waktu belum terlaksana dengan baik dimana,
jadwal yang telah di tentukan pemerintah yaitu setiap bulannya, sedangkan yang
terjadi di lapangan waktu datangnya beras raskin tidak menentu kapan datang,
sehigga penyaluran raskin tidak berjalan dengan baik.
c. Tepat Jumlah
Indikator tepat jumlah adalah jumlah beras raskin yang diberikan adalah sebesar
15 kg untuk setiap kepala keluarga. Jumlah tersebut sudah menjadi hak bagi setiap
penerima manfaat Raskin dan sudah menjadi ketetapan pemerintah. Jumlah beras
yang diterima oleh rumah tangga miskin sudah sangat membantu keluarga miskin
meskipun tidak mencukupi selama sebulan, namun dapat mengurangi pengeluaran
mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Pelaksanaan Raskin dikatakan mencapai indikator tepat jumlah jika RTSPM
menerima beras Raskin dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan, baik dalam
setiap distribusi maupun dalam setiap tahun pelaksanaan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dusun Bontoa, beliau mengatakan:
“Warga yang mendapat beras raskin itu 15 kg yang sudah dalam bentuk
karung ukuran 15 kg.”
Jadi indikator tepat jumlah sudah sesuai dengan pedum raskin yaitu 15 kg beras
setiap kepala keluarga.
d. Tepat Harga
Harga Raskin adalah sebesar Rp 1,600/kg netto di titik distribusi. Harga tersebut
merupakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masing-masing rumah
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tangga berhak mendapatkan harga Rp 1,600 tersebut, namun jika terdapat biaya
distribusi dalam penyaluran beras, harga beras dapat berbeda tergantung dari
kesepakatan pelaksana distribusi di tingkat kelurahan dengan masyarakat penerima
manfaat. Pemerintah memberikan harga beras Raskin Rp 1,600 dengan tujuan
membantu pengeluaran rumah tangga miskin dalam mengkonsumsi beras sebagai
bahan pangan mereka.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu desa Tinggimae :
“Warga membeli beras raskin Rp. 25.000/Karung (15 kg)”59
Dari hasil wawancara tersebut, jika Rp. 25.000 yang dibayarkan untuk
membeli beras raskin sebanyak 1 karung (15 kg) itu dibagi 15, maka setiap kg beras
raskin tersebut seharga Rp. 1666,6667 berarti harga beras raskin yang dijual di desa
Tinggmae tidak sesuai dengan pedum raskin yang seharga Rp 1600/kg nya. Hal
tersebut terjadi dikarenakan untuk membantu biaya pengangkutan ketika beras raskin
di bawa ke titik bagi, biaya bongkar muat dan biaya jaga malam. Jika harga yang
telah diterima oleh rumah tangga miskin lebih besar dari harga yang telah ditetapkan
karena adanya biaya distribusi, maka tambahan biaya tersebut dapat dialokasikan
keanggaran Pemerintah Daerah sebagaimana yang tercantum dalam pedoman umum
program beras untuk keluarga miskin yang menetapkan bahwa biaya operasional dari
tingkat kelurahan/desa ke penerima manfaat menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah yang didanai dari APBD.
59Dg. Kanang, (52 tahun), Ibu Desa Tinggimae, wawancara, 5 januari 2018
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e. Tepat Kualitas
Tepat kualitas adalah kualitas beras raskin yang baik dan layak untuk
dikonsumsi. Berdasarkan pedum, beras raskin adalah beras berkualitas medium
kondisi baik dan tidak berhama sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah
yang diatur dalam perundang-undangan. Pembagian beras dikatakan tepat kualitas
apabila terpenuhinya persyaratan kualitas yang sesuai dengan kualitas beras BULOG.
Berdasarkan hasil wawancara beberapa warga/masyarakat yang menerima
langsung beras raskin, berikut perkataan beliau:
“Beras raskin yang diterima kualitasnya masih layak konsumsi”60
“Raskin yang saya terima masih bisa dikonsumsi, tapi kadang juga berasnya
ada yang berkutu karena sudah lama disimpan.”61
Dari hasil wawancara tersebut, beras raskin yang diterima masyarakat masih bisa
di kategorikan layak di konsumsi walaupun kadang-kadang terdapat kutu didalam
beras tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan fungsi dan tujuan awal program tersebut
diterapkan. Berdasarkan hal tersebut bahwa indikator tepat kualitas program raskin di
desa Tinggimae sudah terlaksana dengan baik.
f. Tepat Administrasi
Tepat administrasi diartikan sebagai terpenuhinya persyaratan administrasi secara
benar, lengkap dan tepat waktu . Dalam administrasi pelaporan tersebut tim
koordinasi Raskin kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi harus melaporkan kepada
tim koordinasi di tingkat atasnya secara periodik setiap tiga bulan. Selain itu, tim
koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harus menyusun laporan tahunan
60Dg. Ke’nang, (42 tahun), warga desa Tinggimae, wawancara, 7 januari 2018.
61Dg. Baji, (51 tahun), ibu dusun bontoa, wawancara, 7 januari 2018.
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pada akhir tahun. Untuk kepentingan internal Bulog, sistim pelaporannya agak
berbeda, yaitu Bulog tingkat kabupaten/kota (subdivre/kansilog) harus melaporkan
kepada Bulog tingkat provinsi (divre) secara mingguan dan bulanan, sementara itu
divre melaporkan kepada Bulog secara mingguan. Selanjutnya, Bulog melaporkan
pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat
setiap bulan.
Meskipun pelaporan administrasi Bulog tersebut telah dilaksanakan secara
tertib dan berjenjang, tetapi apa yang dilakukan oleh Bulog tersebut lebih
mencerminkan pelaksanaan Raskin sampai ke titik distribusi. Menurut hasil
wawancara dilapangan, Pembayaran dilakukan secara tunai oleh rumah tangga miskin
kepada pelaksana distribusi di tingkat kelurahan/desa.
Berdasarkan hasil pada lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
program raskin di desa Tinggimae belum memenuhi 6 (enam) indikator tercapainya
program raskin. Karena hanya beberapa indikator saja yang sudah tercapai dengan
baik yaitu indikator ketepatan kualitas, ketepatan jumlah dan ketepatan administrasi
program raskin. Untuk tercapainya kesuksesan suatu program raskin dibutuhkan
seluruh indikator terpenuhi atau berjalan dengan baik.
C. Kesesuaian Distribusi Beras Subsidi (Raskin) di Desa Tinggimae Kec.
Barombong, Kab. Gowa Dalam Sistem Distribusi Ekonomi Islam
Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau
barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah.62 Kata distribusi
62Meity Taqdir Qodratilah, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta: Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 100
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disinonimkan dengan kata dulah dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata dulah
berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain.
Sedangkan secara terminologi kata dulah berarti “suatu proses perputaran atau
peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.”63


















Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari
penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat (Rasul), Anak-
anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan,
agar harta itu jangan hanya beredar di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul
kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka
tinggalkanlah. Dan bertakwahlah kepada Allah sangat keras hukuman-Nya.64
63Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta:
Erlangga, 2009), h. 46-48
64 Kementerian Agama RI, Al-Qur’a Tajwid dan Terjemahnya (Jakarta: Syamil Quran, 2010),
h. 546.
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Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menyuruh manusia
untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan
“dibagibagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya
terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.”65
Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pendistribusian beras subsidi Raskin
adalah proses penyaluran, pembagian, dan pengiriman beras dari pemerintah melalui
perum bulog kepada masyarakat secara keseluruhan.
Seperti yang telah penulis jelaskan pada Bab II bahwa ada beberapa instrumen
distribusi dalam Islam, yaitu zakat, infaq dan sedekah, nafkah, wakaf, wasiat,
ganimah, dan fa’i. Dalam sistem Islam, semua dana yang bersumber dari instrumen-
instrumen distribusi tersebut disimpan dan dikelola oleh negara (baitul mal). Dana-
dana tersebut lalu disalurkan pada golongan tertentu dari masyarakat sesuai dengan
pos-posnya dan sesuai dengan ajaran Islam.
Di antaranya yang terpenting ialah golongan masyarakat yang berhak













65Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, h. 50
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Terjemahnya:
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang
yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Begitupun
juga dana dari infaq dan sedekah, nafkah, wakaf, dan sebagainya juga harus
disalurkan sesuai dengan pos masing-masing.
Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Raskin merupakan suatu
komitmen dari pemerintah Indonesia untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok
masyarakat yaitu kebutuhan pangan yang berupa beras. Komitmen ini merupakan
salah satu bentuk perwujudan negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui
program pengentasan kemiskinan. Dalam Islam, komitmen tersebut merupakan
sesuatu yang harus dilakukan oleh suatu negara. Negara bertanggung jawab
memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyatnya yang membutuhkan.
Berdasarkan argumen-argumen di atas jelas bahwa bantuan pemerintah yang
berupa kebutuhan pokok merupakan hak bagi rakyat yang miskin. Berarti begitu juga
dengan Raskin, ia merupakan hak dari rakyat yang miskin. Oleh karena itu, apabila
Raskin tersebut diterima oleh rakyat yang tidak miskin berarti telah terjadi
pengambilan hak yang tidak sesuai dengan syari’at Islam.
Untuk menganalisis pendistribusian beras subsidi (Raskin) di Desa
Tinggimae, penulis hendak menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip distribusi
dalam sistem Ekonomi Islam, yaitu:
a. Larangan Riba, dan Garar
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Kata riba dalam al-Qur’an digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti:
tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak.
Secara umum riba berarti tambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Menurut etimologi, kata ar riba bermakna zada wa nama yang berarti
bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminologi riba definisikan sebagai
melebihkan keuntungan dari saah satu pihak terhadap pihak lain dalam
transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan
imbalan atas kelebihan tersebut.66
Hal ini dilihat dari kenyataan bahwa masyarakat yang menerima beras subsidi
Raskin di Desa Tinggimae tidak termasuk golongan riba, karena mereka saling
menukar uang dan barang, yaitu yang sudah dijelaskan pada ulasan diatas masyarakat
membayar uang sebelum datangnya beras subsidi Raskin. Dan disetorkan pada ketua
dusun masing – masing, setelah itu masyarakat mengambil haknya yang sudah di
bayar di muka.
Begitupun dengan larangan garar dalam Islam, yang sering diartikan sebagai
ketidakpastian dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas satu
barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa
yang mereka transaksikan. Garar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat
mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian (spekulasi)
atau terjadi kurangnya informasi. Selain spekulasi, di dalam gharar berlaku zero sum
game, yakni jika satu pihak lain pasti mendapat kerugian atau dengan kata lain,
bahwa keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara merugikan pihak lain.67
66Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan
Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 77
67Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan
Ekonomi di Indonesia, h. 79
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Masyarakat Desa Tinggimae jelas ada yang diuntungkan dan dirugikan dalam
hal pembagian beras subsidi Raskin, karena warga yang mampu mendapat
keuntungan dan sedang warga yang tidak mampu atau RTS mendapat kerugian.
Masyarakat Desa Tinggimae pun tidak banyak yang tahu tentang hal seberapa
besar yang seharusnya mereka dapatkan dari beras subsidi Raskin yang sebenarnya
dan siapa yang seharusnya menerima hak beras subsidi Raskin, namun hal ini
menjadi rahasia yang sangat rapat dan memang tidak di berikan info seara langsung
kepada kalayak masyarakat umum.
b. Kebebasan
Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari kekayaan
karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan,
keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Namun, Kebebasan itu harus dilandasi
dengan keimanan kepada Allah dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan syara’ termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain.68
Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa dalam praktek pendistribusian
beras Raskin di Desa Tinggimae dengan sistem mengutamakan keluarga dahulu
untuk mendapatkan raskin, maka bagian yang seharusnya menjadi hak orang miskin/
yang memang membutuhkannya diambil terlebih dahulu. Meskipun masyarakat desa
menerima beras Raskin melalui cara yang sah yaitu jual beli, namun pada dasarnya
dalam jual beli tersebut tidak terdapat unsur kerelaan dari masyarakat miskin. Oleh
karena itu, praktek tersebut tidak sesuai dalam Sistem Ekonomi Islam.
68Muhammad Baqir Ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, (Jakarta: Zahra,
2008), h. 155
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c. Konsep Kepemilikan dalam Islam
Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan
pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari
motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan
memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya,
tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya tanpa batas dan
sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk
tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut Q.S. Az-





Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan
orang miskin yang tidak mendapat bagian.
Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak
orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang
pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya
pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaa dan harta
benda pada dasarnya miik Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu
amanah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas haarta benda tersebut.69
69Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan
Ekonomi di Indonesia, h. 85
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Seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa pengambilan beras Raskin
oleh masyarakat Desa Tinggimae yang tidak miskin termasuk salah satu cara
memiliki harta yang merugikan kepentingan orang lain karena dengan pembagian
tersebut kebutuhan dasar dari masyarakat miskin tidak bisa terpenuhi dengan baik
karena beras yang mereka terima jumlahnya telah berkurang dari yang semestinya.
d. Keadilan Dalam Distribusi
Dalam kamus besar bahasa indonesia keadilan merupakan kata sifat yang
menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak,
berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa
Arab berasal dari kata ’adala, yang dalam al-Qur’an terkadang disebutkan dalam
bentuk kalimat berita. Kata ‘adl di dalam alQur’an memiliki aspek dan objek yang
beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut “mengakibatkan kergaman
makna ‘adl (keadilan).”70
Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus
merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan.
Oleh karena itu, “Islam tidak mengarahkan distribusi yang sama rata, letak
pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar maslahah.”71
Dengan demikian, dalam persoalan distribusi yang tidak tepat sasaran tidak
sesuai dengan prinsip keadilan. Ketidakadilan dalam pembagian Raskin secara merata
terletak pada pemerataan pembagian beras Raskin itu sendiri dimana semua kalangan
masyarakat baik miskin maupun tidak miskin dapat menikmatinya. Karena
70Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan
Ekonomi di Indonesia, h. 85
71Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 133
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sesungguhnya yang disebut keadilan dalam Islam yaitu menempatkan sesuatu pada
tempatnya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan cermin dari
ketidakadilan. Oleh karena itu, pendistribusian Raskin tersebut tidak mencerminkan
adanya prinsip keadilan karena tidak terjadinya pemenuhan hak yang semestinya dan
harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan.
e. Larangan Menumpuk Harta
Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan
harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam,
karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang
berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang
mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu penumpukan harta berlebihan
dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja
secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.
Apabila teradi yang sedemikian, dibenarkan bagi pemerintah dengan
kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan
masyarakat melalui instrumen zakat. Kebijakan untuk membatasi “harta pribadi dapat
dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan
terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat.”72





















Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal)
dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat (Rasul),
Anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam
perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara kamu. Apa yang
diberikan Rasul kepa damu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya
bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwahlah kepada Allah sangat keras
hukuman-Nya.73
Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menyuruh manusia
untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan
dibagi-bagikan kepada “seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya
terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.”74
Berdasarkan keterangan di atas tersebut praktek pembagian beras Raskin
dengan tidak tepat sasarannya yang terjadi di desa Tinggimae tidak sesuai dengan
73Kementerian Agama RI, Al-Qur’a Tajwid dan Terjemahnya (Jakarta: Syamil Quran, 2010),
h. 546.
74Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, h. 50
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prinsip ini. Beras Raskin yang telah didistribusikan kepada seluruh masyarakat baik
miskin maupun tidak miskin akan menimbulkan kesenjangan ekonomi.
Beras tersebut memang tidak dikuasai oleh aparat desa saja atau segelintir
orang saja yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan gejolak sosial. Harga tebus
beras Raskin juga telah disesuaikan dengan aturan dari pemerintah yang tercantum
dalam Pedoman Umum Raskin sehingga tidak terjadi kegiatan monopoli oleh
sekelompok orang saja yang akan mengakibatkan pematokan harga yang tinggi.
Namun, apabila praktek pendistribusian secara tidak tepat sasaran ini terus berlanjut
maka kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin akan semakin terlihat dan





1. Dalam pelaksanaannya pendistribusian raskin di desa Tinggimae masih
terdapat kekurang-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam proses
distribusinya. Hal ini yang akhirnya menyebabkan indikator enam tepat (6T)
yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan
tepat administrasi kurang tercapai pada RTS-PM Raskin di desa Tinggimae.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa program
raskin di desa Tinggimae hanya memenuhi 3 indikator keberhasilan program
raskin yaitu tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat administrasi.
2. Pendistribusian beras subsidi (Raskin) di Desa Tinggimae adalah tidak sesuai
dengan konsep distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam karena terdapat
ketidakadilan dan pemerataan dalam pendistribusian Raskin kepada
masyarakat kurang mampu (miskin).
B. Implikasi Penelitian
1. Dalam pendistribusian beras raskin, aparat desa bersikap bijaksana dalam
membagikan beras Raskin yaitu dibagikan kepada masyarakat yang benar-
benar miskin. Apabila yang menerima Raskin memang masyarakat dengan
tingkat perekonomian terendah. Agar Indikator tepat sasaran terwujudkan.
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2. Hendaknya pemerintah merubah kebijakan Beras subsidi (RASKIN) dan
bantuan bantuan lainnya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi pada
masysrakat agar bisa lebih bermanfaat dengan sesuai konsep Islam.
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